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PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2022/PA.Bn
P e s

A M\i‘“}}\——ﬂ?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kota bengkulu,

sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kota bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22
September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
854/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan
pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 05 Februari
2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/14/11/2010 tanggal 05
September 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu selama lebih kurang 3
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tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah kontrakan
di Kota Bengkulu kurang 2 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah

melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia 2 orang anak yaitu

- Anak Pertama Pemohon dan Termohon umur 9 tahun 1 bulan (lahir 21
Agustus 2013);

- Anak Kedua Pemohon dan Termohonumur 7 tahun 11 bulan (19

Oktober 2014)

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Permohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan
rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak tahun
2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Termohon berwatak keras dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat
dari Pemohon;

- Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
Pemohon dan Termohon;

- Termohon punya hubungan spesial dengan laki - laki lain;

5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan telah nikah
sirih dengan laki - laki lain dan termohon marah dituduh berselingku, lalu
Termohon minta kepada Pemohon untuk diceraikan, akibat dari
pertengkaran tersebut Termohon meninggal kan rumah kotrakan dan
anak untuk pergi bersama selingkuanya.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak
berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat
berpisah;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon
karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin
terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan

di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
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Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk
menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di
depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor
854/Pdt.G/2022/PA BN. tanggal 25 September 2022 sehingga
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha
memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai
dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan
perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/11/2010 tanggal 05
September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup
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dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok bukti (P);
B. Bukti Saksi
1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Ayuk Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
terakhir di Kota Bengkulu kurang2 tahun sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telahdi karunia 2 (dua) oranganak
yaitu :
- Anak Pertama Pemohon dan Termohon umur 9 tahun 1
bulan;
- Anak Kedua Pemohon dan Termohonumur 7 tahun 11 bulan;
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Permohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pada
bulan Februaritahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama
karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan
Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karen Termohon tidak mau
mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon punya

hubungan spesial dengan laki - laki lain dan Orang tua Termohon
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selalu ikut campur dalam urusanrumah tangga Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk

dirukunkan kembali;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Ayuk Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;

- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
terakhir di Kota Bengkulu kurang2 tahun sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telahdi karunia 2 (dua) oranganak
yaitu :
- Anak Pertama Pemohon dan Termohon umur 9 tahun 1 bulan;
- Anak Kedua Pemohon dan Termohonumur 7 tahun 11 bulan; Anak
tersebut sekarang tinggal dengan Permohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pada
bulan Februaritahun 2015;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama
karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak tahun 2014;
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- Bahwa setahu saksi penyebabnya karen Termohon punya hubungan
spesial dengan laki - laki lain, Orang tua Termohon selalu ikut campur
dalam urusanrumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk
dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam
kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan
mohon putusan;

Bahwa segala peristiwva yang terjadi di persidangan telah tercatat
lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian
putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak
pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi
dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan
sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

ssMenimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap
memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah
Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan
karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan

sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak lebih
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kurang 7 tahun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak saling
memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di
depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon
mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan
dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi:

Al GaY all 68 ang Al Cpalisall alSa e aSla 1 20 00
Artinya:
Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi
tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya
menjadi gugur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian
Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan
Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar
adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita
permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai
bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah
pada tanggal 5 Februari 2010 sehingga keduanya mempunyai kepentingan
hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula
mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan
memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan
keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan
serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling

bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil
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permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara

Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah

tempat tinggal sejak lebih kurang 7 tahun, maka Majelis Hakim menilai

kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan 309

RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat
bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 5 Februari 2010;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena
antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
lebih kurang 7 tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah
dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan
hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki
oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis
berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri
persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu
pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya
rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya
sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak
keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon,
tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa
perkawinan itu telah pecah (broken marriage), sehingga apabila dipaksakan
untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan

mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak
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mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan
kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

dhadl Gl o afe aulidl 1

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada
mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting
mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Bagarah
ayat 227 yang berbunyi:

ol g ) (8 (3Bl 1 5 e )
Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan
Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai
dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (Pemohon) untuk
menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan
sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 29 September 2022 bertepatan dengan tanggal 3
Rabiulawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua
Majelis,Drs. Dailami dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh
Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Yulia
Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
dto dto

Drs. Dailami Djurna'aini, S.H

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto
Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses =Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP panggilan =Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan = Rp165.000,00
4. Biaya Redaksi =Rp 10.000,00
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6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Rp310.000,00

Jumlah

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
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